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PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
JANUARI 2025 — JULI 2026

1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pelayanan public merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam
memberikan layanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel
kepada masyarakat. DPMPTSP Keota Pangkal Pinang berkomitmen
memperkuat tata kelola penanganan pengaduan sebagai bagian dan
peningkatan kualitas pelayanan publik yang selaras dengan Asta Cita
Presiden, khususnya penguatan reformasi birokrasi, tata kelola
pemernntahan yang bersih, serta pelayanan publik yang berorientasi pada
masyarakat. Komitmen tersebut juga mendukung terwujudnya Visi Kota
Pangkal Pinang SMART (Seimbang, Mapan, Amanah, Rukun, Tangguh)
melaiui pelayanan perizinan yang profesional, responsif, transparan, dan
adaptif.

Dari sekian permasalahan yang dialami, ftentunya berpengaruh
kepada standar pelayanan yang telah ditetapkan, sehingga menjadi
hambatan dalam mplementasi pelayanan kepada masyarakat.

Mengacu pada situasi tersebut, maka peningkatan pelayanan dalam
rangka meraih kepuasan masyarakat selalu diupayakan oleh Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang,
untuk menegakkan komitmen demi terwujudnya cita-cita reformasi
birokrasi menuju Peningkatan Kualitas Pelayanan yang baik dalam bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Penzinan,

Optimalisasi pelayanan prima demi meningkatkan kesadaran dan
kepuasan masyarakat terus dikergakan, wuntuk itu diperlukan
kesinambungan kegiatan, pengawasan dan evaluasi terhadap
penanganan pengaduan masyarakat




B. Tujuan
1. Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan
pengaduan masyarakat dalam peningkatan kualtas pelayanan yang
baik dalam bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
2. Sebagai bahan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut apabila
dalam pelaksanaan pelayanaan terdapat keluhan dan pengaduan yang
perlu ditindaklanjuti.

C. Dasar Hukum

1. Undang—undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2000 MNomor 217, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4033):

2. Undang-undang MNomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbentukan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);

4. Undang—undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;

5. Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia MNomor 5587),
sebagaimana telah di ubah beberapa kaliterakhir dengan Undang —
undang No 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679),

6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di
FProvinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6343),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman
penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2005 Nomer 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585;




8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemenntah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah KabupatenKota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonasia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden MNomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Palayanan Terpadu Satu Pintu,

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2074 Tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);

11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang,

12. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 3168/KEP/KPPT/X/2014
tentang Perubahan atas keputusan Wali Kota Pangkal Pinang Nemor 239
Tahun 2011 tentang Pelmpahan Wewenang Pelayanan Penzinan
Terpadu di Kota Pangkal Pinang,

13, Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kera
Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita
Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 14 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomaor
47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota
Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor
220).

2. SARANA DAN PRASARANA PENGADUAN MASYARAKAT

Ada beberapa sarana pengaduan masyarakat vang tersedia di Dinas

Pananaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang adalah :

1.

W

o

Kotak pengaduan dan saran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Pangkal Pinang

Website : dpmpisp.pangkalpinangkeota.go.id dan Helpdesk oss.go.id

Aplikasi LAPOR : SP4N-LAPOR!

Whatsapp ; 0821-8643-3780

Tatap Muka di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Pangkal Pinang

Surat yang dialamatkan/ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang di JI. Rasakunda, Batu
Intan, Girimaya, Pangkal Pinang.




3. HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Hasil Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat Bulan Maret 2026

adalah sebagai berikut :

No. Sarana Jenis Penang Status tindak lanjut Persentase
Pengaduan | Penga anan tindak lanjut
CUEL Pdenga Proses| Selesai Tidak aduan
uan
dapat
dilanjuti
1. | Kotak - - -
pengaduan
dan saran
2. |Website - - -
DPMPTSP dan
Helpdesk OSS
3. |SP4N LAPOR | Aktivitas [Ditindaklanjuti 1 100%

perjudian oleh pihak
berkedok Satpol PP

permainan
ketangkasan
4. |Whatsapp - - -
5. | Tatap Muka - - -
6. |Surat Perihal NIB |Ditindaklanjuti 1 100%
terkait izin |melalui fungsi
aktivitas | pengawasan
penjualan bersama
mihol lintas PD
terkait
Jumlah 2 2 2

4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penanganan pengaduan masyarakat selama periode

Januari 2025 - Juli 2026, DPMPTSP Kota Pangkal Pinang menerima 2 (dua)
aduan yang disampaikan melalui kanal surat resmi dan website SP4N
LAPOR. Aduan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur pelayanan
publik yang berlaku, dengan langkah-langkah penyelesaian yang transparan dan
akuntabel, serta melibatkan perangkat daerah teknis lainnya.

Meskipun jumlah pengaduan yang masuk relatif sangat rendah, kondisi ini
tidak serta-merta diartikan bahwa pelayanan telah sempurna. Sebaliknya, hal ini
menjadi indikator bahwa kualitas pelayanan publik tetap terjaga, sekaligus
menjadi dorongan bagi perangkat daerah untuk terus meningkatkan standar
pelayanan. Penanganan satu aduan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme
pengelolaan pengaduan berjalan efektif, responsif, dan mampu memberikan

solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.




DPMPTSP Kota Pangkal Pinang tetap berkomitmen unfuk melakukan
perbaikan berkelanjutan dalam setiap aspek pelayanan, baik dari sisi regulasi,
prosedur, maupun kualtas sumber daya manusia. Komitmen ini sejalan dengan
prinsip pelayanan prima, agenda reformasi birokrasi, arah kebijakan Asta
Cita Presiden, serta pencapaian Visi Pangkal Pinang SMART vyang
menekankan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan berintegritas.

Dengan demikian, meskipun hanya terdapat satu aduan selama periode
tersebut, hal ini menjadi bahan evaluasi penting untuk memastikan bahwa sefiap
masukan masyarakat, sekecil apapun, tetap diperhatikan dan ditindaklanjuti
secara senius. Surat aduan terlampir sebagai bagian dari dokumentasi laporan ini.

5. REKOMENDASI

DPMPTSP Kota Pangkal Pinang perlu terus meningkatkan kualitas
pelayanan melalui penguatan sistem pengelolaan pengaduan, optimalisasi
kanal digital, peningkatan kompetensi petugas, monitoring berkala, sera
pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan layanan. Langkah
tersebut diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang cepat,
transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai
implementasi Asta Cita Presiden dan Visi Pangkal Pinang SMART.

Pangkal Pinang, 31 Juli 2028

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PANGKAL PINANG,

Lk = o

SYARLINOPRIANSYAH, 5.5TP., M.P.
Fembina Tk.l/IV.b
NIP. 198411042003121001







Kepada Yth

¥epala DPMPTSP Kota Pangkalpinang

dh

Jalan Basuki Rahmat Bukit Intan Pangkalpinang — Bangka

Dengan Hormat,

Yarg bertanda tangan dibawah ini

Mama Lengkap : Ibnu Haidir Atas

MK - 1971012710590001

NPWP -08457.611.5.304.000 / 1971012710590001

Alamat 1, Alexander No.3 RT.002/001 Kel Air Mawar Kec. Bukit intan
Nomar HP - 0B21-7871-437 [ 0B5377922988

Email J i

Bersama surat ini, kami bermaksud untuk memohon penelasan, bantuan, serta solusi terkant
kendala perizinan berusaha atas nama orang perseorangan yang sedang karmu hadapi pada

sistem Oniine Single Submission {055) RBA dengan delail sebagai berikut;

1 Momor Induk Berusaha (NIB) - 1608220070036
2. KBL/Bidang Usaha KBLI 56302
Pada proses verifikasi, kami menerima catatan sebagai berikut:

1. Melampirkan persyaratan dasar layak sehat dari Dinas Kesehatan setempat
1 Melengkap persyaratan produk usaha sesuai Permenpar Momor 6 Tahun 2025

3. Mematuhl Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pelarangan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Sehubungan dengan catatan tersebut, kami memohon perjelasan resmi karena terdapat

cehidakjelasan dalam proses penzinan yang kami alami,

Lisaha yang kami ajukan merupakan usaha diskotek dengan kegiatan hiburan musik {0O) yang

dalam operasionalnya menyediakan dan menjual mingman beralkohol Golongan A dan B.



Adapun yang ingin kami tanyakan adalah sebagai berikut:

1)

2

Apakah KBLI 56302 untuk kegiatan usaha tersebut pada prinsipnya masih dapat
memperoleh Sertifikat Standar melalui 055 di wilayah Kota Fangkalpinang?

Apabila terdapat Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2016 yang
melarang pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, apakah
permohonan kami pada dasarnya masih dapat diproses atau akan berakhir dengan
penolakan?

3) Jika memang tidak dapat diproses karena bertentangan dengan Perda, mengapa sistam

4

0SS tetap menerima dan memproses permohonan hingga tahap verifikasi pemenuhan
persyaratan, sshingga pemohon telsh mengeluarkan biaya dan waktu untuk
melengkapi berbagal persyaratan?

Apakah terdapat ketentuan khusus, pengecualian, atau persyaratan tambahan yang
memungkinkan usaha KBU 56302 tetap memperoleh persetujuan di Kota
Pangkalpinang?

Kami sangat mengharapkan penjelasan resmi agar memperoleh kepastian hukum sebelum
melanjutkan proses pemenuhan persyaratan yang diminta.

Atas perhatian dan penjelasannya, kami ucapkan terima kasih.

Ibnu Haidir Atas
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1608220070036

Berdasarkan Undang-Undarg Nomaor & Tahun 2023 tertang Penelapan Petaluran Pemarnntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipla Kerna Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republic Indonesia menerbitkan Nomaor induk Berusaha
(NIB| kepada

1. Mama Palaku Ussha ; IBNU HAIDIR ATAS
2. Momar Pokok Wajin Pajak ; (BASTE 115304000
3 Alamat Kantos D JLALEXANDER NO.3 RT.002/001 KEL.AIR MANAR KEC BUKIT INTARN,

Dusaaluratan Ar Mawar, Kec, Bukitintan, Kola Pangkal Pinang,
Provina Kepulauan Bangka Beldung

Mo Telepan { +ETERITTOD208H

Email : haidir_atas@yahioo co i
4 Kpde Elasifikssi Baku Lapangan Usaha Indonesia ¢ Lihal Larmpsran

(KBLI)

MIB Ini etaku sabagai;

1. ldenttas bDerupa hak akses kepabtednan, pendaflaran epesenasn jarmenan sosial kesehatan dan jeminan  sosial
wetenagakeraan dan tukti pemenuhan lapoaren perlama kewajiban Lapor Ketenagaketjaan oi Perusats (WLKP) di selusub
wilayah Repubdik Indonesa; dan

2. idenitilas bagh Pelaku Usana dan buktl regisirasipendafiaran Pelaky Usaha uniuk melkukan kegiatan usaha sesuail ketentuan
perabstan perundang-undangan.

Diterbitcan di Jakara, tanggal. 16 Agustus D02
Perubahan ke-1. tanggad: 5 Februan 2026

Merten Investas dan Hilinsasiy
Fepala Badsn Koomdinas Penanaman Modal,

Ditandalangani sacara elekinons




FPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1608220070036

Lampiran benkul ini memual daftar bidang usana unluk [BNU HAICHR ATAS:

No. | Kode Judul KBLI Fuang | Lokasi Kegatan Usahe | Klasifikasi Perizinan Banusaha
RBLI Linghup L’:ﬁ:‘ Jems Stalus | Kedmrangan
I i3 {4) (3) {6} ') (8] L]
I |55158 [Penyedioan Akomodas . Dapan 50 Theresia i)l Randah MIB |Terbit Unibuk
(PenduklJangka Pendek Lainnya Desa Jenk, melakokan
ungj Desa/Melurahan Jeoruk, persiapan,
Kec. Pangkalan Baru, kegiatan
Kab. Bangka Tengah, operasonal
Provinsi Kepuisuan dan‘atau
Bangki Baltung komers:al
Kode Pos: 33684

Namor Kegiatan Usaha 202208-1620-0737-1468-312 | Kewenangan:

2 |56100  [Resloran Restoran,  |jl.ianjung bunga Pantai Rendah ][] Terbs Lintuk
dengan Pasir Padi, retakukan
umiah DB alur aan persiagan,
T pal Temboran, Kec. kagalan
duduk mw [Bukitinlan, Kota Pangkal oparasondl
<50unit  |Pinang, Provins aanEk

Kapulsuan Bangks komersial
| Baditung
Kode Pos: 31147

|Nomar Kegatan Usgha 202208-1720-2351-0156-122 Kewanangan

3 1551599  |Penyediaan Akormdas Pantal Pasir Padi, Rgmsdaah MIB Tartit Lintuk
Jengka Pandek Lainnyal Desa'Kelurahan rmelakukan
Tambaran, Kac. pErsapan.
Bukitintan, Kota Pangkal kegiatan
Pinang, Provnsi al
Kepulauan Bangka dan/siau
Beliturng komeraal
Kode Pos 33147
MNomor Kegiatan Usaha 202208-1721-5622-5413-839 Kewnnangan
4 |Gk |Kolam Peamancingan Lalexsander no.d Rendah MIE Terbi Linkuk
rifrw. 02003, kefurahan mmelakukan
tﬁ:.lﬂﬂ kee Bukd irtan PH‘-EHHFHI‘I .
pangkalpinang, kpgiatan
Desa/Felurahan Bacang, afurrakional
Hac Buksintan, Kolg dan/atas
Pangkad Pinang, Provimsd komarsial
Kepulauan Bangka
Baltung
Hode Fog: 33148
{Nofmor Kegratan Usaha 202208-1722-1254-0827-190 Kewenangan
5 [45104 [Perdagangan Eceran | lstantitadarma 1, | Rendah | NB  [tema  [Unuk




{ Pendus | Mobil Bekas Desa/Helurahan A malakukan
ung) Mawar, Kec, Bukitintan, persiapan.
Pangkal Pinang, kBgialan
Prowinsi Kepulauan opesasional
Bangka Baitung dan'atau
Hoda Pos: 33147 komersial
Momar Kegitan Usaha: 202502-1615-1736-6308-25] [Kewanangan
d540d  [Perdagangan Eoaan tirts darma 1, Rardah MEE Terhil Lirtule
(Penduk|Sepeda Mobtor Bakas Desalkelurahan Bacang melakukan
ung} Kec. Bukdintan, Hata pErSaEpan,
Pangkal Pinang, Provens! kegiatan
Hepulauan Bangka operassonal
Balitung dan'alay
Kode Pos: 336584 K geal
{Nomar Kegatan Ussha: 202502-1615-3539-4989-14% |Kewenangan:
1262 [Perkebunan Buah plexsander no,J Randah HiB Tert Untuk
| Fenduk | Kelapa Sawil i, RO, kelurahan melakukan
ng) bacang kec bukit intan parsiaan,
pangkalpieang, kegalan
Desa'Kelurahan Bacang, operasonal
Kec. Bukitan, Kota csatau
Fangkal Finang, Provins komersial
Kepulauan Bangka
Elilung
Hode Pos: 33148
thr:n'fl_agiah'l Usaha 202502-2515-0203-T817-054 Kewenangan
01220  |Pertanian Buah-Buahan| abexsander no.3, Rendah NIB  [Terbe Lirituk
[ Penoul | Tropis dan Subiropls Desa®aluranan Bacang melakikan
i) Fec Bukiintan, Kola persiapan,
Panghkal Fineng, Provins kagatan
FKepulasan Bangka CErEsIonal
Badilung canatau
Hods Pos: 31664 komersial
Momor Kegiatan Usaha. 202502-2515-264 1-5032-825 |Hwanangan
56302 (Kelab Malam Aty Menengah MIB |Terbit Linibuk
Driskodek Fang Tinggi rrelakukan
Liamairya persispan,
Meryedakan Minuman kegiatan
opedfasional
diarvataug
komarsial
LiRaha.
Gedifikal |* Belum  |Lakuwan
Standar | Terverificasi lpemenuhan
& Lakykan |standar
permanyhan | makaliul
persyaratan foes goid
malaiui paling
oss.goid  |lambat 00
[sambilan
uh) har
karja
sebalum
wahiu
perkiraan
el i
baropeasiin
rodikess

Nomor Kegaatan Usana 202601-2015-2531-3148-524

Kewergngan




i

ih B
el

Dengan kelentuan tabwa NIB lersebul hanys beneku wriuk Kode HBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercanium dalam
Lampiran ini,

Pelaku usaha wajib memenuhi parsyaratan danialau kewsiban sesuai NSPK BL

Pengawasan pamenuhan persyaraian dan/stau kewsjiban pelaky usaha dilakukan oleh K/ /Pemenntah daseaty’ Administrator
KEK/ BP KPBPE terkai.

Daltar pemenuhan persyaraian danlatay kewajiban dapal dithal melalui akses OR Cooe,

Lampiran ini marupakan bagisn tdak lerpisahkan dad dokumen NIB tersabut




SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINCGKUNGAN
HIDUP (SPFL)

Hami yang bertanda mngen di bawah ini:
Wama [Melaku Ueahs 1 TANLT FATINR ATAS

Nomar Indel Berneaha (NTR) @ TROR22007E36
JLALEXANDER MO ETOT2001 KEL AR MAWAR KEC.BUKIT INTAN,

Alrmsl : DespKelurhes Air Mawer, Kec. Bukitinten, Kats Peaphal Pinang, Provies]
Kepulmun Borghs Beliomg

Mo, Telepen ¢ HEXITTHII0ZE

Email ¢ haidic_stas@yvaboocodd

Dengan rincinn kegiaten mabn, jenia Dokumen Linglungan Hidep, Posetujosn Teknds dan Data Persetujuan
Lingiungan sehapgai berikut:

L TENIS DOKIIWEN LINGEUMGAN HIDUE

Sumber
Tingkat | Nomes Je=is Penapism
Ends RESE | Rislkn Kogistn Dolomnen Jenls
Fwil Juddod EBLI Linglop Kegh Usal Lakasi Kegistoy Usaha Ling) Dk
Kepaan| isba | (NKU) Hidup | Lisghunges
Hidap
 jalsn tirts dbsrme w0
rtii2 rec 0 Bacsmp,
Kelah Malam Adan 2601~ | Bukit Inten
Diskotek Yang wms— Pangkalpisang Bangka
$6302 | Utumanyz Selaruh Tingg 1531-  |Beliteng EFPL Amdalne
Menyedizkam 3148- | Kel Bacang Kee.
Mliriman 24 Bukitintas
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1L DATA FERSETUIUAN LINGEUNGAN
® SFPL- Texbia
Meoyuisian kesamrpmees:
I. Memetuhl don meluksaealken begioten ssada poda lokag yeng sevsul dengon peraniulien dalem rencana
i2ls RERg

2 Memahuhi dar melaksamakan keglatan usalm sssns dengan ketesihisn peraturan perondang-umdangan di
bideng perdimdumgan dars pengelolsan lmydomgen hidup;

3. Mematuhi keteninan perayaraian pememshan pramcer baku muld Hagkungan s dengan kegiatan
usahe yang dilainbsn seriz limbah yang dikasilkan;

4. Mematuhi keteniuan dan menyedinkan fsilits penyimpanag lmbal sementara dan sampah domestik
peusai denpan kepinken ek perea lipnbah dar sasnpah yvang dilissilksn,

% Metnatnhi ketenbaan dam mesy ediakas Ssilits pengelolaan lishah calr uiek Lepntan niohs yang
dilakuian seveni dengan jurndsh [Embnk yoag dihesilkon don jniah tonogs berjanye;

6. Pemnodia mmink menyediskon fasilitay progelolus air limbah serasi keteatuan yang berlaku dalam [l
mwmmm&mnm“mhmmﬁ

7. Bemsedia eniuk melakoken pengelolann emnisi dalem hal paha menghasifios envigi sepond kelendunn yaog
berlnkm;

B BRemedia entul msemenuhi pengacnrae din pengelolpe dasmpol keginan wiahs terkadap acpel:
Ernmpeeram i)

3. Bempdia dilakoksn peraerikssnpespawasan ierhadap kegiaten niabs yang dilakuionn umnd memastiknn
pemenuban persyantas lingkungsn segeai ketentuan pemturan perundang-undangan di bidang
peslindungan dan pengelolass legkangan hidug;

10, Bemedis mesmprose: Persetujuen Lisghongon seauai denpan Dokumen Linglungan Hidap veng terern
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meelanggar atau tidak menenohi ketentinn perrysraton yang tebh ditetaplonn sehogaimans e
1 mampid 17.

Demikian permyatann lol dibusat dengan pebenar-benamyn denyan data dukung beropa data kegiacan mabis yang telab
karei isfkan/un gk dalam sistern OS5, Apebila di kemudisn heri didapati terdapat kekelinm stispen betidakalooratm
dalam permyataen ind, moks kamd bersedia meperima konseluessi seamd dengan kelenhum peranzran penendang-
endinigan,

Kepuilauas Bangks Beliung, 12 Fehnmen 2024
il
(TEML HAIDIR ATAS)

Texrbit ¢ 12 Februasd 2005

Diperberu terakhir ¢ 5 Pebruar] 2026

Srorat pernyutaan ini erirgun socum cleimronike o dalem wittern OG5 schagal g Gk topishican dasi perimizan beypsohe mrok;
o foduk Bawsha yeng dimskud,




PERNYATAAN MANDIRI
Menjaga Kesalamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 lenlang Cipta Kera Menjadl Undang-Undang, Palaku Usaha dangan
identitas sebagal berikut:

Nama Pelaku Usaha : IBNU HAIDIR ATAS
Nomeor Induk Berusaha (NIB) : 1608220070036
Manyatakan:

1. Barsedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsl Lingkungan (K3L) dalam
meanjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;

2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pangelclaan dan pemantauan dampak ingkungan;
3. Bersedia mengikufi pambinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kelentuan terkait K3L tersebut;

dan
4, Bersedla menesima sanksl ferhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkalt dengan K3l tersebut;

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pamyataan [nl dibugt dengan sebenar-Denamya. Apablla di kemudian harl temysta terdapat
kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pemyataan ini maka pelaku usaha bersedla menerima
konsekuensi sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pangkal Pinang, 12 Februarl
2026
Ditandatangani secara
elelironik

(IBNU HAIDIR ATAS)
NIB: 1608220070036

Sural permyalaan ini lersimpan secara elekironlk di dalam sislem 0SS sebagal bagian tak terpisahkan dar
perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud,




dengan KDB paling tingge %0 %5, 2. pengembangai peramahan dan
permukiman dengan kepadatan sedang sampai dengan finggs dengan
KB pating tinggy 80 %, 3. pengembangan perumahan dan
permukiman dengan kepadotan rendah dengan KDB paling tmggs 75
%y, 4, pengembungan mmah tinggzal diperbolehkan setinga-tngginya §
lantar dengan memperimbangkan doya dukung lingkungan, 5.
pengembangan perumahan dan permakiman aleh pengembang paling
sedikit 10,000 m2, 6, pelaksans pembangunan pengembang perumalan
dan permukiman wijib menyediakan prasarana dan 3o wnum
dengan propors 40 % dani keselunshan luas lahan perurnshan dan
permukiman termasuk penyvedioan RTH publik kawasan perumahan
dam permukiman paling sedikin 20 *a dars luas lahan perumahan dan
permukiman, 7. sctiap knwasan perumahan don permukiman digraldean
melakukan pengelolaan ampah secara terpodu, 8 pala pengembangan
infrustruktur perurmahan dan permukiman hans dilakokan secar
terpod diengan kawasan di sckitomys dan tdak diperbaslelkan
pengembangan persmahan dan permakiman secara erhutup, 9 setiap
pengcmbangin kowasan penmmaban dan permukiman divagibkan
melakukan pengelobsan hidrologs uniuk imcimperkecl dan mengatur
detsit Hmpasan sir hujan ke wilsyah lear dascsuaikan dengan daya
dukung kawasan, 10, diperbolehkan pengembangan pendidikan fingg
di dsbuen kawasan perumahan dan permskiman vang benedy &
Kelurshan Sclindung dan Kelurahan Jerumbah Cantung (Recamatan
Ciabek), 1], diperbolchkan terbatas dan bersyaral pembangunan
merary iclekomunikas di dalam krassan penamahan dan
permukiman, 12, telak diperbolehkan melakukan kegiatan yung dapat
mengganggu fungsi prasarana dan sarann kota tanpa van pemerintah
daerah, 13 tdak diperbolehkan melakukan budi daya temak vang
polutif vang menggangiy fungst peramahan dian permukiman,

10, Ieformaesi tambushan (apabila fersedaa)

4, Cianvs Sempadan Bangunan 4

b farak Bebas Bangunan -

¢, Kooefisten Dasar Hijau i

i Koefisien Tapak Rasement 2

. Jarimgan Liilits Ko - Listrk, drodnase, air berah, aor limbab, sampah

Dengan mempertimbangkan ketentuan:

I, Peraturan Permerntah Mamos 28 Tabun 3025 ientang Penyelenggoraan Perizinan Berusoha Berbasis Risako;

7, Pasal 10 avat (1) beruf b, Pasal 12 avat (1), ovat (2) dan ayat (3], Pasal 14 avat {1 b aval (3], avat {6). dan ayat (7}
Peraturan Mentert Agriri dan Tats Rusng'Kepals Badan Pertanahan Nasional Momor 13 Tabum 2021 tengang
Peluksanaan Kevesuaian Kegistanm Peman faatan Ruang i Smkortises Program Femanfastan Biang,

1. Pertimbangan Teknis Pertanahap Kota Pangkal Pinang Uniuk Kegiaton Penerbilan  Kesesudian  kegiatan
Pemanfaatan Ruang MNomor 352026 Tanggal 05 Februan 2006

Keternitan lnnay

1. Pemsetujuan Kesesunian Kegiaton Pemanfasian Ruang diberikan dengan periimbangan sehagaimana tercanium
dalam lamparan;

1. Persctojuan Kesczuaian Kegistan Pemanfastan Ruang ini schogai doekumen yung menyaiakan bescsusian amara
rencand kegiatan pemanfastan ruang dengan Hencans Tota Ruang selain Rencana Detm] Tats Ruang. dan
swwhapal dasar pemrosesan Perminon Berusalia Berbasis Ristko serial kelentunn peraburan penindang-undangan;

3, Perseiujusn Kescsupion Kegiotan Pemonfeotan Fuang in berlaku pada fanggal diterbitkan dan berlaky
mengiwl janpka waktn penguassan atas tanah vang telal diperofeh oleh Pemegang Persétuyuan Kesesuaimn
Kegan Pemumfauan Ruang serta sesuar dengan luas tanah vang diperoleh dan disetuyw dalam Persciupuan
Kesesuaisn Kegintan Pemanfaatan Ruamg;

4, Persetujuan Keoscsusian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ind bukan merupakan hak atas tanah;

5. Pemegang Persetupuon Kescseaion Kegitan Pemanfaatan Buang hanya dapal melakukan permohonan Pensinan
Horusaha Barbasis Risiko sesual dengan lokasi v disctujui;

B, Persewjuan Kesesumian Kegiion Pemonfasian Rusng dinystokan baml beserin Pervanen Berusahn Berbasis

P Ohkman iy perhrian asian D55 hamtynan dees pan Pely Ussba senn daen suen (55, oy meygsn snggug
ik Pl (fsahy &F




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

FERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUR REGIATAN BERUSATIA
MOMOHR ; (MOZ2Z61051 1971007

Herdasarkan Lindang-Undang Nomor & Tohun 2023 fentang Penclapan Peraturan Pemerintsh Pengganti Undang-
Undang Nomar 2 Tahun 2022 weniang Ciptu Kena Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesie
menerbatkan Persetujuan Kescoumion Kepatan Pemunfastan Roang kepada:
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Laias tamah yang dimahon

Fencono Teknie BangunanRencina
Indik Kawasan

= IBNL HAIDIR ATAS

: IRORI200T0036

o 0% 457 61 15204 (i

C JLALEXANDER NOI BT 00 KELAIR MAWAR

KEC BUKIT INTAN. Desa/Kelurshan Awr Mawar, Kee. Bukitintan,
Kuta Pangkal Pinang, Provinsi Kepulavan Bangka Belitung

. HRSATTIIZONR
¢ haidiy_stesiyahooco.id
; PMIDN

Sasu

© Eoelab Malam Atau Degkotek Yang Litamanya Menyediakan Minuman

jakan virta dbarma pe 3 w02 rael)] Hacang, Bulkat Intan Pangkalpinang
Bangka Belitung

: Bacang

. Bukitintan

- Kota Pangkal Pinang

- Kepulauan Bangka Belinung
. Lihat lampiran

hilGdY M-
Al

dinvatakat disstu)ui seluruliiyadisetujui schigaon dengan ketentuan

O ]
= ol E

b

Eooordmn Geogralis vung diseiujui
Loy twmah yang disctuju
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- Tidak Terdapai Pads fdikasi Program Ltama Pemanfistan Buang

K.etentuan umiam peraduran sonas {KLTPZ ) Kowasan Perumahan dan
Permakiman ., | pengembangan perumahan dan permukiman dengan
hangunan vertikal dilakukan dy kawasan pusat kota dan kavwasan
lainmya yung erdapat i kawasan perumahan dan penmuksman pada
don kurnub dengean ujusn entuk menambab ruang terbuka hippu
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Hisiko yang ferbit sebagni akibat Persetgjuan Kescsuaian Kegiatan Peman faatan Ruang ini, apabila:
a. pemeging Persetupuan Kesesunian Kepmtan Pemantaatan Ruang membenkin data- data yang tidak benar
dan atati memberikan keterangan palso;
b, pemegung Persctujuan Kesesuaion Kegiatan Pemanfaotin Ruangtidak melaksanakan ketentuan-ketenison
yang telab ditctspkan dalam Persetuquan Kesesuaian Kepatan Pemanfaatan Ruang ins.
¢ terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan ssatus bukti bepemilikan hak stas tanuh
yang didagarkan pada putusan pengadilan yang mempanyai kekuatan hukusm tetap:
d kegiatan menimbalkan dampak kerawanan sosmal, gangguan keamanan, kerusakan lmgkungan dan‘stsy
gangyuan terhadap fungs objek vital nosionl;
7. Terhwdap keginmn usaha in akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat stay Pemerintah Daerah sesial
ketentuan peraturan perundang-urdan gan:
%, Pemegang Persetujusn Kescsualan Kegiaan Pemanfaston Ruang waph mematuhi peraturan perundang-
ursdangnm yany berlaku; dan
9, Pemyalihgunsan Persctujuan Kescsusian Kegiatan Pemanfaotan Ruang menjsdi targgung  gwab  penuh
Pemeguny Persctupuan Kesesuaian Kegiotan Permanfistan Ruang.

Diterbitkan tanggal: 03 Februar 2026
an, Wali Kot Pangkal Pinang

Kepala DPMPTSP
Kota Pangkal Prang,

Ditandatangomi secar elektromik
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LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
LNTUK KEGIATAN BERLSAHA
NOMOR : 0402261031197 1007

Tahel Koordinal yang dimohonkan

b Hujur Lin
i 1ihh | 59233 19573 =21 i R TR T
- 1k, IV 205 | RS -2 | 2R AREAIS 16
3 1t bR T TER |97 -2 1 2656RT06TT Y 1HGT
4 [ 1400976004 14 =2 1 20439 TR] 54
5 106, | 4608 TTTH242 -2 I2pRTA22 1 299304
fy 0, 1 45RTS4B09229 -2 26T TAEA3GE505
7 | O, 14592833 19573 =2 1 266 BB TN T

Tabel Koordinsl yang dasetujun

M B Lintang
i 1006, V439 2ZEAI IWETE =1 1 IBbA R0 TR0 T
2 [ (b | 4603905 | 58S -2 1 IGES4 IREOIS 16
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4 |06 1461970904 14 -1 12543597354
5 100 [T Th342 =1 1268721 29304
i {36, | 45ETSARO09229 -1 1 2677554365505
T [, 1459281310571 =2, 1 2664 BIREY TN T
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Peta Persetujuan Kesesualan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

| | i s

| PKKPR dinyatakan disetujui sebagian, dengan ketentuan . .
1. Terdapat umpang findin dengan permohonan sebalumnya alas nama pemohon yang sama.
2. Luas yang disetujui : 531 m? (B6,87%).
3. Luas yang tidak disetujui : 80 m® {13,13%) dan wajib difungsikan sebagal ruang lerbuka hjau

{RTH) Sampadan Kolong Bacang.
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Ketentuan umum peraturan zonas: (KUPZ) Kawasan Perumahan dan Parmukiman -

[ 1. pengembangan perumahan dan permukiman dengan bangunan vertikal dilakukan di kawasan
pusat kota dan kawasan lainnya yang terdapat di kawasan perumahan dan permukiman padat
dan kumuh dengan tujuan untuk menambah ruang terbuka hijau dengan KDB paling linggi 90 %,

2, pangembangan perumahan dan permukiman dengan kepadatan sedang sampai dengan tinggi |
dengan KDEB paling tinggi 80 %%,

pengembangan perumahan dan permukiman dengan kepadatan rendah dengan KDB paling

tinggi TS %,

pengembangan rumah tnggal diperbolehkan selinggi-tingginyg 3  lantai  dengan

memperimbangkan daya dukung lingkungan,

pengembangan perumshan dan permukiman oleh pengembang paling sedikit 10.000 m?,

pelaksana pembangunan/pengembang perumahan dan permukiman wajib  menyediakan |

prasarana dan sarana umum dengan proporsi 40 % dan kesaluruhan luas lahan perumahan dan

permukiman termasuk penyediaan RTH publik kawasan perumahan dan permukiman paling

sedikit 20 % dar luas lahan perumahan dan permukiman, |

Mo = W




10

11

12.

13

i Koordinat batas bidang rancana lokasi kegiatan : |

szh;a.p kawasan perumahan dan permukiman diarahkan melakukan pengelolaan sampah secara
terpadu, [
pola pengembangan infrastrukiur perumahan dan permukiman harus dilakukan secara terpadu
dengan kawasan di sekitamya dan tidek diperbolehkan pengembangan perumahan dan
permukiman secara tertulup.

sefiap pengembangan kawasan perumahan dan permukiman diwajibkan melakukan pengelolaan
hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit impasan air hujan ke wilayah luar disesualkan
dengan daya dukung kawasan,

diperbolehkan pengembangan pendidikan tinggi di dalam kawasan perumahan dan permukiman
yang berada di Kelurahan Selindung dan Kelurahan Jerambah Gantung (Kecamalan Gabek),
diperbolehkan terbatas dan bersyarat pembangunan menara telekomunikasi di dalam kawasan
perumahan dan permukiman,

tidak diperbolehkan melakukan kegialan yang dapat mengganggu fungsi prasarana dan sarana |
kota tanpa izin pemeriniah daerah,

tidak diperbolehkan melakukan budi daya termak yang polulil yang mengganggu fungsi |
perumahan dan parmukiman.

No.] X ] Y

[ 1. ] 106145828 | -2,126649
2. 106145039 |  -2,126885 |
3| 106146088 | -2.126569

| 4. | 106146188 -2,126634
5. | 106145088 -2,126873
6. | 106145875 | 2126776 |
7. | 106,145828 -2,126649 |

Dicetak tanggal | 02/02/2026




Berdaserkan Ketentuan Lampinm | Pemturan Pemerintah Nomor 28 Tohun 2025, penilaian mandiri kesinpan penempan standar
mempakan salnh satu persyaratan. yang wajib diisi oleh Pelakn Usahn Pariwisata Adapua format peailaion mandiri kesispan
pencrapan standar sebapai beriom:

PENILAIAN MANDIRI
Kesiapan Penerapan Standar

Pelakn Usshe dengan identitas sebagai berikut:
Nama Badan Usgha! perorangan @ Tbau Haidir Ates

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1608220070036
KBLI : 56302 — Keleb malam atau Diskotek vang
utamanya menyediakan Minuman,

Tingieat Ristko :  Menengah Tinggi

Menyatakan:

. Memenuhi Standar Pelaksamain Kegiatan Usaha sebagai bedkut:

{dilampirkan dokumentaci)
SARANA

a. Penmjuk identitas’ pama vseha dengan tulisan yang terbaca dan terliher jelas;

b. Ruang kantor/ erea administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;

¢, Peralatan Pertolongan Pertama padz Kecelekasn (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang
berfungsi dengan baik;

d. Ketersedizan sir bersih yang tidak berwama, tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;

e. Ketersedizan gudang atau tempat penyimpanan barang yang aman;

£ Status kepemilikan kantor/ tempat usaha yang jelas.

SUMBER DAYA MANUSIA
Perlindungan asuransi keschatan dan/ atau kecelakaan bagi karyawan tersedia dan berlaku

KETENTUAN PRODUKSI
Pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang dokier, rumah sakit, atau kiinik terdekat terdokumentasi

SISTEM MANATEMEN USAHA
a. Strukiur organisasi dan nraian togas setiap jabatan jelas dan terdokumentasi;
b. Rencana bisnis (business plar) masih berlaku dan terdokumentasi;
c. SOP dan/ atan petunjuk teknis pelaksansan kerja masih berlaku dan terdokumentasi.

2. Bersedia mengikuti pembinaan yung dilukukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkail pelaksanaan
kegiatan ussha tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuban persyaratan tersebut.

Demikien pernyatasn ini dibuat dengan sebenar-bensmya. Apabila di kemuodian hard ternyasa ll:n:lupai
kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Ussha Pariwisata bersedia menerima
konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

! Pangkalpifiatig, (15 Februari 2026
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Ibnu Haidir Atas




